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LAMPIRAN 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No

Nama
Peneliti /
Tahun

Judul
Penelitian

Ringkasan
Penelitian

Atmadja
(2011)

Penyertaan ~ Modal
Sosial dalam Struktur
Pengendalian Intern
Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) (Studi
Kasus pada LPD
Desa Pakraman
Penglatan,
Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali)

LPD ini dipilih karena merupakan
LPD vyang tergolong sehat, serta
memiliki ~ sejarah  keberhasilan
dalam menangani permasalahan
kredit macet dan atau
penyelewengan yang dilakukan oleh
pengurus LPD. Permasalahan -
permasalahan ini  hampir saja
menyebabkan LPD  mengalami
kebangkrutan, namun  akhirnya
dapat diselesaikan secara intern,
bahkan keberadaan permasalahan
serupa dapat diminimalisir hingga
saat ini. Subjek dalam penelitian ini
adalah Kelian Desa Pakraman
Penglatan, Bapak Nengah Sumartha
dan Kepala LPD Penglatan, Made
Wirya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa 1) Desa
Pakraman Penglatan mendirikan
LPD untuk mengikuti instruksi dari
penguasa supra desa  yang
bersesuaian  dengan  kebutuhan
Krama akan lembaga keuangan, 2)
LPD  memiliki karma  desa
Pakraman dan berbagai institusi
yang mengatur aktivitas operasional
LPD sebagai stakeholder utamanya
dimana hubungan mereka dilandasi
oleh modal sosial yang
berlandaskan pada ideologi Tri Hita
Karana, 3) Modal sosial yang
disertakan dalam struktur
pengendalian intern LPD berwujud
kepercayaan, jaringan sosial, dan
pranata sosial.

Suputra Et All
(2017)

Analisis
Penarikan
Macet

Strategi
Kredit
Sebagai

Alasan dipilihnya LPD ini adalah
karena bisa berdiri kembali dengan
menagih atau menarik kredit yang
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Faktor Kunci
Berdirinya Kembali
Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) (Studi
Kasus pada LPD
Desa Pakraman
Tamblang,
Kecamatan
Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng)

dulunya macet untuk dijadikan
modal kerja dalam mendirikan
kembali LPD Desa Pakraman
Tamblang.

Metode vyang digunakan dalam

penelitian ini  adalah  metode
kualitatif.
Hasil penelitian ini  menunjukan

bahwa strategi penarikan kredit
macet yang digunakan LPD Desa
Pakraman Tamblang ditempuh
melalui jalur mediasi (non litigasi)
dengan upaya restrukturisasi
melalui strategi 3R (rescheduling,
reconditioning, dan restructuring),
yaitu dengan cara: (1) rescheduling
dengan cara memberikan
kompensasi waktu, yang artinya
waktu kredit diperpanjang dengan
membayar administrasi sehingga
diberikan lagi jangka waktu untuk

membayar hutangnya; 2
reconditioning dengan cara
memberikan kebijaksanaan
pembayaran pokok dan bunga

angsuran kredit, yang seharusnya
dalam ketentuan harus membayar
pokok dan bunga, diberikan
kebijaksanaan untuk membayar
bunga saja terlebih dahulu atau
nantinya membayar pokok lebih
besar; (3) restructuring dengan cara
meningkatkan kemampuan debitor
dalam membayar pokok dan bunga

jaminan melalui langkah
kompensasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Purnawan Et | Analisis Sejak berdiri dari tahun 1997
All (2017) Pengungkapan setelah beroperasi yang tidak terlalu
Sistem  Pemberian | lama kemudian mengalami
Kredit pada LPD | permasalahan sehingga LPD Desa
Desa Pakraman | Pakraman Muntigunung mengalami
Muntigunung kegagalan hingga terjadi
Berlandaskan kebangkrutan.  Kegagagalan ini
Kearifan Lokal terjadi  dikarenakan pola pikir
masyarakat Muntigunung tentang
LPD masih  sangat  rendah.
Masyarakat memiliki anggapan
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bahwa uang yang dikelola LPD
adalah uang pemerintah, sehingga
masyarakat menjadi apatis terhadap
kegiatan LPD tersebut. Selain itu,
faktor lain  penyebab terhenti
beroperasinya LPD Muntigunung
adalah dalam memberikan pinjaman
kepada nasabahnya tanpa
menggunakan jaminan. Pada tahun
2004  berdiri  kembali  dengan
berbagai usaha yang berat dari
pengurus desa. Berdirinya kembali
LPD Desa Pakraman Muntigunung
merupakan upaya kerja keras dari
masyarakat Desa Muntigunung agar
bisa berdiri kembali. Pada saat
berdiri  kembali LPD  Desa
Pakraman  Muntigunung  dari
kesepakatan antara pengurus desa
dan masyarakat manajemen LPD
mulai diperbaharui. Subyek dalam
penelitian  ini  adalah  Ketua
Pengawas LPD, Kepala LPD,
Bendahara, Mantan Ketua LPD, dan
Nasabah. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) penyebab
LPD Desa Pakraman Muntigunung
mengalami  kebangkrutan karena
LPD Desa Pakraman Muntigunung
dalam pemberian kreditnya tanpa
menggunakan jaminan, tata kelola
LPD yang sangat lemah, keadaan
ekonomi debitur yang lemah, dan
masyarakat Muntigunung masih
belum paham tentang LPD. (2)
alasan didirikannya kembali LPD
Desa Pakraman Muntigunung yaitu
untuk membangkitkan
perekonomian di  Muntigunung.
Untuk mengurangi kegiatan rentenir
yang ada di Muntigunung serta
adanya motivasi dari masyarakat
dan  tokoh-tokoh  dari  desa
Muntigunung. (3) upaya Yyang
dilakukan oleh pengurus untuk
mencegah terjadinya kebangkrutan
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LPD Desa Pakraman Muntigunung
yaitu dalam pemberian kreditnya
LPD Desa Pakraman Muntigunung
berlandaskan kearifan lokal, dimana
kearifan lokal yang diterapkan yaitu
Tri Hita Karana dan hukum karma.
Penggantian pengurus yang lama
dengan  pengurus yang baru
berdasarkan keputusan paruman
desa adat.

Sari Et All

(2017)

Pemanfaatan
awig
Meningkatkan
Kualitas
Pengendalian
Internal dalam Upaya
Menekan Tingkat
Kredit Macet pada
LPD Desa Adat Panji

Awig-
untuk

Sistem

Pemilihan ini didasarkan pada
jumlah kredit macet yang terdapat
pada LPD Desa adat Panji yakni
tidak lebih dari 10% setiap
tahunnya, data terakhir pada tahun
2016 menunjukkan bahwa terdapat
kredit macet sejumlah 92.875.
dengan melihat kondisi keuangan
LPD Desa adat Panji yang memiliki
angka kredit macet yang cukup
rendah peneliti tertarik untuk
meneliti  sistem  pengendalian
internal yang diterapkan.

Subyek dalam penelitian ini yakni
Kepala LPD Desa Adat Paniji,
Bapak Ketut Suartana. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
permasalahan kredit macet pada
LPD Desa Adat Panji mengalami
penurunan setelah diterapkannya
awig-awig sebagai penguat kualitas
sistem pengendalian internal LPD
Desa Adat Panji, selain itu
menurunya tingkat kredit macet
pada LPD Desa Adat Panji juga
didukung oleh sanksi yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat di
Desa Adat Panji serta modal sosial
yang berkembang di dalamnya.

Sari Et All
(2017)

Kredit
dalam
Kredit

Analisis

Macet

Pemberian
pada Lembaga
Perkreditan Desa
(Studi Kasus pada
LPD Desa Pakraman

Pemilihan ini didasarkan pada
jumlah kredit yang disalurkan
cukup besar lebih dari 1 milyar dan
jumlah kredit macet mengalami
peningkatan secara signifikan setiap
tahunnya serta tingginya persentase
kredit macet melebihi 10% pada
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Batuaji, Kecamatan
Kerambitan,
Kabupaten Tabanan,
Propinsi Bali)

tahun terakhir. Tingginya persentase
kredit macet pada LPD Desa
Pakraman Batuaji yang mencapai
angka 18.6% menunjukkan bahwa
struktur pengendalian yang dimiliki
LPD Desa Pakraman Batuaji
kurang bekerja dengan baik. Subjek
dalam penelitian ini adalah Ketua
LPD Desa Pakraman Batuaji, |
Gusti Ketut Sarjaya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode kualitatif deskriptif. Hasil
dari penelitian ini  menunjukkan
bahwa kredit macet disebabkan oleh
pihak internal maupun eksternal
LPD. Dalam penyelesaiannya,pihak
LPD melakukan pendekata kepada
debiturnya. Kredit macet
berpengaruh sangat besar dalam
Kinerja operasional. LPD
mengalami  permasalahan seperti
LPD mengalami kerugian, nasabah
menjadi berkurang, dan pendapatan
LPD menurun.

Kartika Et All
(2017)

Sanksi Adat pada
Lembaga Perkreditan
Desa dalam
Kerangka Principal-
Agent LPD
(Lembaga
Perkreditan Desa) se-
Kecamatan Tembuku
Kabupaten Bangli

Alasan memilih  penelitian ini
adalah adanya keunikan LPD
dibandingkan lembaga keuangan
nonbank lainya adalah terdapat
penggunaan sanksi dan aturan adat
yang mengikat debitur dan kreditur
dalam proses penyaluran kredit.
Penelitian ini diarahkan
menggunakan pendekatan analisis
kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari
penelitian ini menemukan bahwa
dampak sanksi dan aturan adat
hanya jika seseorang yang terkena
sanksi merupakan warga adat hanya
di satu di desa pekraman, jika
seseorang terdaftar menjadi warga
adat di dua desa pekraman maka
sanksi tidak berdampak.
Selanjutnya dampak paling berat
dari sanksi dan aturan adat bagi
debitur macet adalah rasa malu dan
tekanan psikologis sehingga
masalah moral hazard tidak terjadi.
Ada perbedaan ROA LPD yang
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melaksanakan sanksi dan aturan

adat dengan yang tidak.

Sayoni Et All
(2017)

Analisis Sistem
Pengendalian
Internal
Penerapan
Sosial di
Perkreditan
(LPD)
Pakraman
Kerobokan

dengan
Modal
Lembaga
Desa
Desa

Alasan dipilihnya LPD ini menjadi
tempat penelitian karena terdapat
nasabah yang tidak membayar
angsuran kredit sehingga
menyebabkan adanya kredit macet
pada LPD Desa Pakraman
Kerobokan. Adanya kredit macet
muncul akibat tidak selektifnya
pengelola serta kurang efektifnya
sistem pengendalian internal di LPD
Desa Pakraman Kerobokan, dan
adanya penyertaan modal sosial
dengan sanksi adat berupa terag,
kasepekan, kanorayang, dan
penanjung batu.  Metode yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Hasil dari
penelitian  ini  adalah  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1)
sistem pengendalian internal yang
diterapkan pada Lembaga
Perkreditan Desa sudah baik dapat
dilihat dari pengendalian internal
berkaitan erat dengan modal sosial,
(2) modal sosial yang terdiri dari 5
bentuk meliputi partisipasi dalam
suatu jaringan, resiprocity, trust,
norma sosial, dan nilai-nilai sudah
diterapkan. Penerapan sanksi adat
berupa terag, kasepekang,
kanorayang, dan penanjung batu
yang nyata dan tegas telah
diterapkan kepada nasabah yang
melanggar membuat modal sosial
sejalan dengan komponen-
komponen pengendalian internal
berdasarkan COSO.

Wahyuni  Et
All
(2017)

Analisis Modal
Sosial dalam
Berdirinya Kembali
Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) Desa
Pakraman Tusan,
Kecamatan
Banjarangkan,
Kabupaten

Metode penelitian ini  adalah
kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1)
Didirikannya kembali LPD Desa
Pakraman Tusan pada Tahun 2016
oleh krama desa yaitu karena
adanya motivasi internal yaitu
krama desa merasakan kehilangan
LPD dan dengan melihat Desa
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Pakraman yang lain memiliki LPD
(2) Terbentuknya kembali LPD
merupakan kesepakatan seluruh
krama desa dalam sangkep, dan
dalam pemilihan pengurus LPD
seluruh krama desa memiiki hak
suara (3) Adanya modal sosial
berupa kepercayaan, jaringan sosial
dan norma dalam berdirinya
kembali LPD sehingga membuat
LPD lebih maju dan disiplin dalam
pengelolaan keuangannya. Alasan
peneliti melakukan penelitian ini
adalah karena LPD Desa Pakraman
Tusan pernah mengalami
kebangkrutan. Untuk mengetahui
bagaimana motivasi Krama Desa
Pakraman Tusandalam membentuk
kembali Lembaga Perkreditan Desa
(LPD) Tusan. Untuk mengetahui
bagaimana modal sosial membuat
LPD lebih maju dan lebih disiplin
dalam berdirinya kembali Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) Tusan.

Rasmayanti
(2018)

Klungkung
Konsep “Menyama
Braya” dalam

Penyelesaian Kredit
Macet di Lembaga
Perkreditan Desa
(Studi ~ Kasus di
Lembaga Perkreditan
Desa, Desa Bukti,
Kecamatan
Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng)

LPD Desa Adat Bukti Kecamatan
Kubutambahan ini memiliki
masalah tentang kredit macet.
Kredit macet ini disebabkan oleh
kurang kooperatifnya nasabah LPD

Desa Pakraman Bukti dalam
pembayaran angsuran.  Namun,
dalam penyelesaiannya LPD
tersebut  menggunakan  prinsip

“menyama braya” dalam bentuk
memberikan tambahan waktu dalam
pembayaran. Hal ini disebabkan
karena adanya persepsi bahwa pihak
debitur adalah keluarga dari pihak
LPD tersebut. Subyek dalam
penelitian ini adalah Ketua LPD
Desa Pakraman Bukti, Bapak Ir. |
Ketut Mudana. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif. Penerapan nilai
“menyame braye” dalam
menyelesaikan kredit macet di LPD
Desa Pakraman Bukti diterapkan
dengan mengedepankan
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musyawarah  kekeluargaan atau
pendekatan langsung kepada
masyarakat.  Dalam  penerapan
konsep “menyame braya” ini pihak
LPD dan kalian adat akan mencari
tahu apa vyang menyebabkan
terjadinya kredit macet serta akan
memberikan arahan dan solusi
untuk memecahkan masalah
tersebut. Mengedepankan prinsip
“menyame braye” sedikit tidaknya
menyadarkan para nasabah akan
kewajiban membayar pinjaman
serta mengurangi kerugian yang
ditimbulkan akibat adanya kredit
macet. Prinsip  tersebut juga
menyadarkan  masyarakat  akan
pentingnya saling menolong.

10

Saputra Et All
(2019)

Kebangkrutan
Lembaga Perkreditan
Desa (LPD)
Berdasarkan Analisis
Berbagai Faktor

Alasan dilakukannya penelitian ini
bertujuan  untuk menginvestigasi
beberapa faktor yang memengaruhi
kebangkrutan LPD di Kabupaten

Buleleng-Bali, yaitu faktor
perlindungan hukum, kompetensi
manajerial, good corporate

governance, peran aktif dari warga
negara dan peran badan-badan
pengawas internal. Metode yang
digunakan adalah kuantitatif. Hasil
studi ini menunjukkan bahwa hanya
kompetensi manajerial dan peran
badan-badan pengawas internal
yang memiliki pengaruh pada
potensi kebangkrutan LPD,
sementara variabel perlindungan
hukum, good corporate governance
dan peran serta warga tidak
mempengaruhi potensi
kebangkrutan LPD di Kabupaten
Buleleng - Bali.

LAMPIRAN 2

Draft Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka
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1. Mengapa Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka bisa mengalami
kebangkrutan?

2. Tahun berapa kira-kira Lembaga Perkreditan Desa tersebut mengalami
kebangkrutan?

3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebangkrutan tersebut ?

4. Apa alasan dibangun kembali LPD tersebut?

5. Apa yang dimaksud dengan sanksi adat kanorayang ?

Pertanyaan Kepada pihak LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

6. Apa saja strategi yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi LPD
tersebut?

7. Bagaimana proses pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa
Kayuputih Melaka?

8. Apa saja syarat yang harus dimiliki oleh nasabah dalam mengajukan
permohonan kredit?

9. Bagaimana cara pembayaran angsuran kredit oleh debitur?

10. Apa yang dilakukan oleh pihak LPD untuk menagih angsuran yang kurang
lancar?

11. Selama ini apakah ada masyarakat yang mengalami kredit macet?

12. Apa yang dilakukan oleh pihak LPD agar masalah kredit macet dapat
ditanggulangi?

13. Apa sanksi yang akan diterima oleh debitur jika mengalami kredit macet?

14. Apakah benar LPD ini juga menerapkan sanksi adat?

15. Apa sanksi adat yang didapatkan jika debitur mengalami kredit macet?

16. Bagaimana prosedur diterapkannya sanksi adat tersebut?



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.
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Sampai kapankah sanksi tersebut berlaku?

Adakah sanksi lain yang akan debitur terima selain sanksi adat tersebut?
Mengapa Lembaga Perkreditan Desa ini menggunakan awig-awig (sanksi
adat) untuk mengatasi masalah kredit macet? Bagaimana awalnya ?
Bagaimana peranan sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet
tersebut?

Apakah terjadi perubahan dari debitur sebelum dan sesudah disampaikannya
perihal sanksi adat tersebut?

Apakah pemanfaatan sanksi adat tersebut dapat dikatakan efektif?

Apakah ada pro atau kontra dari penerapan sanksi tersebut?

Apa strategi yang akan pihak LPD lakukan agar LPD tersebut tetap berjalan?
Apakah hanya dengan menerapkan sanksi adat ini saja?

Apa dampak dari diterapkannya sanksi adat tersebut?

Bagaimana koordinasi dan implementasi antara LPD dan Desa Adat ?

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara

WAWANCARA |

Informan : Bapak Ketut Tama



Jabatan
Tempat

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti
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: Kelian Desa Adat Kayuputih Melaka

: Rumah Kelian Desa Adat Kayuputih Melaka

:“Om swastiastu pak, tiang Kadek Rina Marlina salah satu
mahasiswi dari UNDIKSHA. Tiang sedang membuat
skripsi dengan tema LPD niki pak. Boleh tiang minta
datanya sebentar sama bapak nggih ?

: Swastiastu dek, nggih dados. Napi sane ngidaang pak
bantu ?

“Nggih suksma niki pak. Nggih pertama tiang konfirmasi
pak nggih, apakah betul disini dulu sempat ada LPD,
namun sempat bangkrut pak nggih ?”

: “Iya dik, dulu memang sempat ada LPD, tapi karna
sesuatu dan lain hal LPD pak nonaktitkan”

:“Kalau boleh tau, apa alasan LPD ini bisa bangkrut atau
pak non aktifkan pak nggih ?”

:“Kebangkrutan terjadi karena modal yang ada dulu masih
kecil, modal awal berdiri LPD ini sekitar lima juta rupiah
pada tahun 90’an. Wenten sane nyilih kredit maan sing
sesuai keinginan karena itulah mereka malas dan enggan
untuk membayar, sehingga saya selaku Kelian Desa
menarik dana tersebut dan saya diamkan agar tidak sampai
dana tersebut habis”.

:“Oh kenten pak nggih, tahun berapa kira-kira LPD niki

bangkrut pak ? Nah, atau tidak beroperasi pak ?



Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan
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“Yen pak sing pelih sekitar tahun 2010 asane dik”

: “Oh kenten pak nggih. Tapi sekarang saya lihat LPD kan
sudah buka kembali pak nggih ?”

: “Nggih dik, sudah buka sekitar dua tahunan”

: “Apa yang melatarbelakangi pembukaan kembali LPD
niki pak? Ya seperti alasan pembukaan LPD ne seperti apa
pak?”

*“Untuk to kene dik, pembukaan kembali LPD ini karena
banyaknya masyarakat yang menginginkan kembali
keberadaan LPD, dan memang juga aturan dari provinsi
yang mengharuskan setiap desa adat harus memiliki
Lembaga Perkreditan Desa atau LPD”.

: “Oh kenten pak nggih. Dari kegagalan yang dulu itu
apakah ada dampak untuk pendirian kembali LPD ini pak
nggih 77

“Untuk hal itu tentu ade dik. Terutama untuk masalah
kepercayaan. Pidan masyarakat sudah percaya menyimpan
dana di LPD, tapi malah pak tutup. Tapi dana ne to kembali
ke anake nabung, bahkan pas bapak tarik dana itu
bertambah dari lima juta rupiah modalnya, pas bapak tarik
nominalnya be mencapai dua puluh juta rupiah. Sekarang,
menumbuhkan kepercayaan dimasyarakat ne perlu pak

tekankan untuk pengurus LPD ne baru”.



Peneliti

Informan

Peneliti

Informan
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: “Oh kenten nggih pak. Terus tiang juga dapat informasi
LPD ne jani menerapkan sanksi adat yang terdapat dalam
awig-awig pak nggih ?

: “Nggih benar sekali dik. Sebenarnya uli pidan awig ne be
ade. Cuma, penindaklanjutan ne kurang tegas dan konden
bani diterapkan oleh pihak LPD, disamping to masi kita
mekeneh jak mekejang to nyame”

“Nggih pak. Apa istilah awig tersebut pak nggih ? Dan
awig-awig itu apakah khusus mengatur tentang LPD saja
pak nggih?”

“Nggih dik, kebetulan pak sebagai ketua badan pengawas
di LPD. Sanksi sosial nike mewaste kanorayang.
Kanorayang atau Kasepekang artine sepekange ye uli Desa
Adat, atau dipisahkan. Nah dipisahkan ini lah yang disebut
dinonaktifkan sementara. Misalne ye ngelah sangkutan satu
juta, amen sing lunasange sangkutane to tetep ye sing pak
dini sing ngidaang ngemaang pelayanan. Mapiuning sing
ngidaang, saksi sing ngidaang ngemaang masi bapak amen
ade acara nganten, otomatis sing sah dadine pewiwahane.
Ulian to ngidaang dadine ye mengusahakan mayah. Yen
misalne ade nak ngalain dari masyarakat to, mapiuning sing
ngidaange, otomatis sing maan setra ye dik, sing ngidaang
maker ataupun nanem sawa ne di setra. Men be bayahe

sangkutane pelayanan bisa dia dapatkan kembali”.
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Peneliti :“Oh kenten pak nggih, suksma niki waktu nya pak nggih,
untuk kali ini tiang cukupkan dumun pak, nanti kalau ada
yang perlu tiang tanyakan lagi tiang hubungi bapak kembali
nggih pak”

Informan : “Nggih dik”
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WAWANCARA I

Informan : Bapak Ketut Sandyasa

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Tempat : LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Peneliti “Om swastiastu pak, selamat pagi. Saya Rina dari
UNDIKSHA ingin melakukan penelitian disini untuk tugas
akhir perkuliahan saya pak. Boleh nike pak nggih ?

Informan :“Oh boleh dek. Data apa yang bisa pak bantu ini ?

Peneliti “Nggih begini pak. Penelitian saya ini berkaitan dengan
sanksi adat yang pak gunakan di LPD pak. Sebelumnya,
saya konfirmasi dulu pak nggih, bener di LPD ini nganggo
awig desa untuk menindaklanjuti kesalahan nasabah pak?
Sing maan ayah-ayahan uli desa nika pak nggih ?

Informan :“Oh iya dek, beneh to pak nganggo sanksi itu di LPD dek”

Peneliti :“Oh nggih pak, sebelum membahas mendalam mengenai
sanksi ne to, terlebih dahulu saya mau bertanya yang
lainnya pak nggih.

Informan :“Nggih”

Peneliti “Nggih suksma pak. Pertama, saya mau bertanya tentang
tahun berapa LPD ini dibentuk pak?”

Informan “Untuk LPD yang sekarang sudah terbentuk dari tahun
2017, tepatnya pada 18 September 2017 dek.”

Peneliti “Nggih pak. Nah, untuk LPD kan pasti melakukan yang

namanya pemberian pinjaman pak nggih, apa saja syarat
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untuk debitur atau calon nasabah yang akan mengajukan
kredit pak?”

:“Nah, untuk syarat secara umum ne pak dapat sampaikan
to kene dek. Pertama, orang yang mengajukan kredit harus
merupakan krama (masyarakat) negak. Negak dalam artian
masyarakat itu namanya terdaftar di Desa Adat. Terus,
syarat yang lain seperti Kartu Keluarga, KTP Suami
Istri,dan jaminan berupa BPKB motor, mobil, dan lain
sebagainya.”

:“Oh nggih pak. Nah, kalau begitu untuk prosedur
pemberian kreditnya bisa dibantu jelaskan pak nggih ?

““Ya bisa. Setelah syarat ne pak sebutkan diatas to
terpenuhi, masyarakat yang mencari pinjaman tersebut akan
diberikan blanko pinjaman. Blanko pinjaman ini akan diisi
oleh nasabah. Setelah itu, pak selaku pihak LPD melakukan
verifikasi data. Kalau pak rasa cocok pak lanjutkan ke tahap
survey. Terus untuk selanjutnya kalau pak merasa pada
tahap ini lolos pak acc pengajuannya. Besoknya dana bisa
pak cairkan dan memanggil orang yang bersangkutan untuk
menghap dan melakukan tanda tangan.

:“Baik pak. Untuk LPD sendiri apakah melakukan analisis
prinsip 5C pak nggih? Seperti Karakter, permodalan,
keadaan, kemampuan membayar angsuran, kondisi

ekonominya dan penilaian terhadap agunan pak.”
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:“Ya kami lakukan tapi mungkin tidak secara formal. Lupa
juga pak jelaskan untuk survey pak lakukan tidak secara
formal, tapi pak lakukan dengan cara melali sambilang
tingalin keadaane, karna sistemne dini tetep irage keluarge,
secara umum pak be nawang engken keadaan krama dini.
Cuma prosedur harus tetep jalan. Untuk prosedur yang dek
sebutkan itu pak lakukan juga mungkin istilahnya saja yang
pak belum paham 5C itu. Pertama untuk karakter pasti pak
lihat dari cara nya bermasyarakat, dan pada saat dia
wawancara bagaimana responnya, mimik wajahnya.
Kemudian, yang kedua pak lihat uang itu digunakan untuk
apa. Semisal, untuk usaha jualan. Pak lihat bagaimana
selama ini dia berjualan, laris tidak, ada tidak kemungkinan
dia membayar tepat waktu atau bagaimana. Modal juga pak
nilai dengan cara ningalin ye jumahne engken keadaane,
apakah dia punya aset atau harta yang bisa pak ambil alih
ketika nanti terjadi kemungkinan terburuk disini. Penilaian
terhadap agunan pak lakukan cukup tidak jaminan yang
dijaminkan dengan jumlah yang dipinjam. Kondisi
ekonomi pak nilai dari ekonomi peminjam dan
keluarganya. Istilahne, LPD ini dibangun di Desa Adat
guna untuk membantu masyarakat Desa Adat juga.

Otomatis yang meminjam disini masyarakat disini-disini
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saja. Secara umum, pak nawang be keadaane ye, solahne ye
di masyarakat karena kita tinggal dalam satu Area.

“Baik pak, jelas sekali pak jelaskan tentang hal tersebut
pak nggih. Pertanyaan saya selanjutnya bagaimana cara
pembayaran angsuran kredit oleh debituu atau peminjam
pak?”

:“Untuk hal tersebut pak disini menyediakan dua cara yaitu
bulanan dan harian. Ne maan gajih bulanan bisa jadi
memilih kredit bulanan. Untuk sebagian juga ada yang
memilih angsuran harian agar nomnal yang dibayarkan
tidak terlalu besar.”

:“Baik pak. Selama ini bagaimana cara pak untuk menagih
kredit yang kurang lancar?”

“Pendekatan personal dulu. Dini mekejang nyame intinya.
Pertama pak lakukan itu dulu sebelum memberikan surat
peringatan dan merampag.”

:“Bisa dijelaskan kembali merampag itu apa nggih pak?”
“Merampag ne maksudne nyemak barang uli rumah
nasabah ne nunggak alias bengkung sing mayah-mayah
angsuran. Barange to disita oleh kami selaku pengurus
LPD. amen terus sing bayahe angsurane, lelang barangne
be dadi. To nak be prosedur kami dini. Tapi dari hasil
lelang biaya-biaya ne pak tangguhkan ke nasabah, biaya

pembelian makan untuk pecalang dan hansip dan lain-lain,
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pak dini di LPD sing nyak nanggung. Nasabahe ne
nanggung ento.”

:“Oh kenten pak nggih, untuk saat ini adakah masyarakat
yang mengalami kredit macet pak?”

:“Untuk saat ini konden ade nasabah ne sampai macet gati
dek, dan pak harap terus sing ade sampai status macet.
Untuk data lengkapne bisa tanyakan ke Handani. Data
tersimpan di komputer dan seingat pak total nasabah semua
yang masih ada sangkutan sekarang 85 orang, dan
kebanyakan to ane lancar”.

:“Nah untuk pak sendiri bagaimana sih cara pak dalam hal
sistem pengendalian internal pihak LPD sampai tidak ada
kredit macet disini pak ?

“Pak dini berdiri karena Desa Adat dek, otomatis pak
berada dibawah naungan Desa Adat. Desa Adat ngelah
awig untuk krama ane melanggar. Pak manfaatkan awig itu
di LPD. Masyarakat ne melanggar pak lakukan diskusi ke
Kelian adat apang kenaine ne madan sanksi adat berupa
sing maan ayah-ayahan di Desa dek.”

“Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang sanksi tersebut pak

“Ya bisa. Yen sing pelih istilahne kasepekang dek atau
kanorayang. Sanksi ini artinya dinonaktifkan sementara.

Masyarakat yang berani melakukan pelanggaran di LPD ini
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saya serahkan ke Desa Adat. Saya tetap melakukan
pendekatan sebelum sanksi ini dilakukan. Engkenang masi
rage tetep menyame, tapi nasabah masi harus paham dek
engken seharusne kewajibane ye dini amen sube nyilih pis
ya harus mayah dek. Pak tetep bersikap kekeluargaan, tapi
amen tetep ngelunjak pak serahkan ke Desa Adat. Sanksi
kasepekang to artine ye sing ngidange maan pelayanan di
Desa Adat, contohne ye kal tiga bulanan, ade nak mati
keluargane atau masalah ne len ye tetep sing ngidange
mapiuning. Karna mapiuning pasti memerlukan jero
mangku, to sing ngidange. Ade nak nganten misalne sing
masi ade nyaksinin sebelum ye lunas sangkutane di LPD
dek, biarpun nominal kreditne 500 ribu, amen be sampai
kene sanksi adat tetep prosedur dijalankan dek. Dulu
sempat ada masyarakat yang mengalami hal tersebut tapi
statusnya belum kredit macet, kalau tidak salah status nya
kurang lancar. Kami kirimkan surat peringatan 1,2, dan 3
namun tidak ada respon dek. Otomatis pak alih mulihne,
pendekatan tetep pak lakukan. Dia menyerahkan semua ke
bapak karena memang ye pas kene musibah misi bin pas
kurnane melahirkan. Lantas pak orahang amen ye sing
mayah kreditne otomatis ye lakar kene status kredit macet
dan kene sanksi adat. Setelah to pak runding ajak

pengawas, pegawai LPD, dan nasabahe to. Akhirne ditu ye
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ngidih tempo amen. Pengawase langsung ngorain ye dek
amen ye sing mayah ape konsekuensine kal ye terime
berupa sanksi ne to. Akhirne bayahe pas jatuh tempo”.
:“Baik pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa benar LPD ini
menerapkan sanksi adat tersebut pak nggih?”’

:“Iya benar sekali dek”

“Baik pak, apakah penerapan sanksi tersebut bisa
dikatakan efektif pak nggih?”

“Menurut pak pribadi efektif dik, karena sanksi ini pak
sosialisasikan atau beritahukan pada masa awal dia
mengalami kredit kurang lancar. Sistemne ngancam di
awal, otomatis masyarakat takut kene sanksi dan be
dibuktikan oleh satu orang nasabah dek.”

“Nggih pak. Adakah pro atau kontra dari penerapan sanksi
tersebut pak nggih?”

*“Untuk selama ini pak belum menerima keluhan tentang
itu dek. Jadi menurut pak semua tidak ada yang tidak
setuju. Pak menerapkan ini juga untuk kemajuan LPD
masyarakat seharusnya mendukung hal itu.”

:“Oh iya pak. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari
sanksi ini pak?”

“Dampak seperti yang pak jelaskan tadi. Masyarakat ne

ukane sing mayah dadine nyak mayah. Nah dampak positif
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gen malu ane pak temukan jani. Astungkara, sing ade
dampak negatifne untuk seterusnya.”

“Nggih, Astungkara pak. Untuk prosedur dari penerapan
sanksi tersebut bagaimana pak nggih?”

:“Selama ini konden ade ane sampai kene sanksi adate to
dek. Secara umum gen pak jelaskan nah. Amen masyarakat
itu sudah ditetapkan sebagai penerima sanksi adat, pak dan
Bendesa Adat akan melakukan paruman. Dalam paruman
itu akan pak jelaskan kronologis nya, kemudian masyarakat
tersebut akan diumumkan telah menerima sanksi adat
tersebut karena alasan yang pak berikan dek. Jadi, kuncinya
ini diparuman. Tidak gampang langsung kenain-kenain gen
dek”

:“Oh kenten pak nggih. Semoga tidak ada masyarakat yang
sampai melakukan hal itu kedepannya pak nggih. Terus
kapan sanksi tersebut akan dicabut pak?”

“Ketika ye menyelesaikan masalah di LPD. Patut bayah
malu kredite otomatis buin adakan paruman bahwa ye sube
sing ade sangkutan di LPD dek.”

:“Baik pak. Bagaimana menurut pak cara atau strategi yang
pak lakukan untuk menjaga kelangsungan usaha LPD pak?”
:“To kembali ke diri masing-masing dek. Pak disini hanya
ngayah. Masyarakat juga memiliki peran penting disini

untuk menjaga kelangsungan usaha LPD. Untuk pihak LPD
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menerapkan cara kehati-hatian dek, amen ade nak nyilih
kredit melahang gati sube ningalin malu anakne. Kelola
tabungan masyarakat dengan baik. Mungkin itu saja dek”.
:“Oh kenten pak nggih, baik pak. Untuk terkait sanksi adat
ini kan pasti memerlukan koordinasi dengan Desa Adat pak
nggih. Apa saja yang pak lakukan untuk koordinasi dengan
Desa Adat ini pak ?

“Koordinasi dengan Desa Adat ya pak lakukan tegas dek
pada saat paruman. Bukan hanya pak koordinasikan ke
Kelian saja, tapi juga ke prajuru. Jadi, disana kita diskusi
sebelum melakukan ke tahapan berikutnya. Sebelum pak
menerapkan awig ini juga pak diskusikan di paruman. Yen
LPD ne sanggup nganggo sanksi ne, Desane bani kal
menindaklanjuti. Semua setuju dan bilang sanggup, jadi
pak coba terapkan.”

“Nggih  pak  terimakasith  pak  nggih.  Untuk
implementasinya pak apakah sudah terealisasi dari Desa
Adat?”

:“Sudah. Seperti kasus nasabah yang pak jelaskan tadi,
mereka juga mampu menejlaskan hal tersebut. Karna
kebetulan beberapa prajuru Desa Adat dadi Badan
Pengawas dini dek. Jadi, sudah bisa dibuktikan sanksi ini
bisa diberlakukan walau sekarang masih berupa ancaman

halus. Semoga seterusnya seperti ini.”
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“Oh kenten pak nggih. Terakhir menurut pak apakah
sanksi adat ini memiliki peranan untuk mebgurangi kredit
macet pak?”

:“Oh sangat dek. Peranan bisa dek nilai dari nasabah ne pak
sebutkan tunian. Ulinge sing mayah, nyak dadine mayah
ulian pak jelaskan dan pak iming-imngi akan menerima
sanksi itu dek™.

:“Baik pak. Suksma pak nggih atas semua informasinya”.
:“Sama-sama dek. Nyaan men kuangan ape mai gen buin.
Nyen gen dadi takonin dini nah”.

“Nggih, suksma pak nggih”.
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WAWANCARA 111

Informan : Ibu Komang Arpini

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Tempat : LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Peneliti “Om Swastiastu Ibu. Saya Rina dari UNDIKSHA ingin
melakukan penelitian disini untuk keperluan skripsi saya bu
nggih. Bisa minta waktunya sebentar untuk menanyakan
beberapa hal bu nggih?”

Informan “Nggih dik, bisa”

Peneliti :“Nggih bu untuk pertanyaan pertama niki tahun berapa
LPD ini berdiri bu nggih?”

Informan “Tahun 2017 dik. Tepatnya 18 September 2017

Peneliti :“Baik bu, apakah benar di LPD ini menerapkan sanksi adat
bu nggih?”

Informan “Nggih benar dik. Tapi belum sih sampai terealisisasi

karena memang belum ada masyarakat yang benar-benar
macet Kreditnya. Sekarang masih sebagai sosialisasi diawal,
ancaman halus agar tidak sampai masyarakat tersebut
mengalami kredit macet. Istilahnya kami mencegah. Kalau
dibiarkan tanpa penjelasan kan artinya mengobati. Ada
pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada

mengobati kan”.
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:“Oh kenten bu nggih. Nah saya juga ingin bertanya terkait
hal sistem pengendalian internal LPD apakah hanya sanksi
itu saja bu nggih?”

“Tentu tidak dik. Pertama kami lakukan dengan pemberian
surat peringatan baik surat peringatan satu, dua, dan tiga.
Surat peringatan ini dikirim untuk melakukan konfirmasi
saja. Pang bates tawang alasanne ye sing mayah, ape ulian
sing ngelah pis atau engken. Soalnya sering saya temui
masyarakat itu lebian pikun, sapine tanggal mayah
angsurane. Tapi ade masi ane memang sengaja tusing
mayah angsuran. Surat ini dikirim selang 10 hari. Setelah
itu kalau sampai SP tiga belum juga ada konfirmasi baru ke
pengiriman surat penyerahan jaminan. Kalau hal tersebut
juga tidak mampu membuat masyarakat membayar mare
merampag atau penyitaan barang ke rumah nasabah”.

:“Oh kenten bu nggih, lalu untuk di LPD ini apakah ada
yang mengalami kredit macet bu, atau mungkin pernah ada
yang sampai terkena sanksi adat tersebut?”

“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, belum ada yang
sampai tidak mendapatkan ayah-ayahan. Hanya saja dulu
sempat ada yang kurang lancar. Sudah kami kirimkan SP
juga tidak dijawab lalu kami panggil beliau dan Badan
Pengawas untuk melakukan pendekatan. Langsung

dijelaskan tentang sanksi adat tersebut, mungkin beliau
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takut lalu akhirnya minta tempo bayar dan melunasi
kreditnya. Jadi, itu sudah termasuk penerapan kalau
menurut saya.”

*“Nggih bu, untuk struktur organisasi punya LPD niki bu
nggih”.

“Punya, tapai belum tercetak. Filenya bisa diminta ke
Handani ya.”

“Nggih bu. Suksma bu nggih atas informasinya. Untuk saat
ini itu saja yang perlu saya tanyakan bu”

*“Ya terimakasih kembali ya. Semoga lancar pembuatan
skripsinya.”

“Nggih bu. Suksma bu nggih”.

:”Nggih”
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WAWANCARA IV

Informan

Jabatan

Tempat

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

: Ibu Handani

: Sekretaris dan Tata Usaha LPD Desa Adat Kayuputih
Melaka

: LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

“Om  Swastiastu Ibu. Saya Rina ingin melakukan
wawancara untuk keperluan skripsi saya. Saya dari
UNDIKSHA.”

“Iya. Ada yang bisa saya bantu?”

“Begini bu. Saya ingin meminta data untuk total julah
nasabah tabungan dan kredit di LPD ini bisa bu nggih?”
:“Nggih bisa. Saya lihat dulu ya filenya. Untuk tabungan itu
ada 251 orang. Tabungan sukarla 235 orang. tabungan Hari
Raya 16 orang. Kredit ada 85 oranng dengan status lancar
80 orang dan kurang lancar 5 orang. Untuk jumlahnya nanti
akan saya tuliskan ya.”

:“Baik bu. Lalu untuk produk dan jasa layanan yang ada
pada LPD ini, kalau boleh tau apa saja bu nggih?”

“Untuk tabungan kami ada tabungan sukarela, tabunagn
wajib, tabungan hari raya, deposito juga ada tapi belum ada
masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.
Kredit ada kredit harian dan kredit bulanan.”

“Bisa dijelaskan nggih bu secara rinci mengenai jenis

produk tersebut?”
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*“Nggih bisa dik. Tabungan Sukarela merupakan jenis
tabungan yang penyetoran maupun penarikan nasabah
dapat dilakukan kapan saja dan tidak terikat. Setoran awal
minimal sepuluh ribu rupiah. Setoran dana tabungan
selanjutnya minimal lima ribu rupiah. Bunganya sebesar
0,35% per bulan. Kedua yaitu Tabungan Wajib Tabungan
jenis ini merupakan tabungan khusus untuk debitur atau
nasabah peminjam uang saja yang langsung kami potong
dari kredit nasabah. Tabungan wajib ini akan dipotong dari
kredit nasabah sebanyak dua persen, dan pada masa
berakhirnya masa kredit tabungan tersebut akan
dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan tanpa
bunga. Ketiga, Tabungan Hari Raya kami singkat menjadi
TABHARA vyang dilakukan khusus untuk Hari Raya
Galungan. Minimal setoran perhari lima ribu dan tidak ada
batas maksimal. Bunga 0,5%. Setoran tetap selama 210
hari tanpa terhitung libur dan tanggal merah. Boleh bayar
cepokan atau rapelan. Selanjtnya Deposito dengan bunga
yang ditawarkan dari deposito ini sebesar 0,8% (nol koma
delapan persen) per tahun untuk deposito dibawah Rp
10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan untuk deposito Rp
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke atas akan diberikan
bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun. Namun, untuk

saat ini belum ada masyarakat yang menyimpan dananya
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dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito pada
Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputin Melaka.
selanjutnya kredit ada 2 yaitu kredit harian dan bulanan.
Kredit Harian merupakan kredit yang pembayaran
angsurannya harian. Bunga kredit ini sebesar 20% (dua
puluh persen) menetap. Jangka waktu yang diberikan
maksimal adalah 90 hari.  Terakhir, kredit bulanan
merupakan pinjaman yang pembayaran angsuran pinjaman
dapat dilakukan per bulan. Bunga yang dikenakan dalam
kredit ini sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

“Baik Ibu. Informasi mengenai produk dan jasa layanan
sudah ibu jelaskan dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya
saya ingin bertanya tentang struktur organisasi nya bu.
Apakah ibu bisa membantu memberikan filenya?”’

“Tentu. Tapi, struktur ini dibuat menyesuaikan dengan
keadaan kita di LPD, mare buin merintis, tempat dan modal
juga minim. Pegawai masi tuah ajak telu. Tapi setidakne
rage ngidaang membangun LPD dan mengembalikan
kepercayaan karma desane jak LPDne.”

:“Baik Ibu. Untuk filenya bisa saya minta melalui flashdisk
bu nggih?”

:“Nggih bisa, nanti bisa tiang kirimkan lewat WA juga dik”
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:“Baik bu, terimakasih bu nggih. Untuk sementara itu saja
yang mau saya tanyakan bu, nanti kalau ada perlu lagi saya
minta waktunya lagi bu nggih.”

“Nggih dik. Santai saja. Nanti sekalian saya kirim tentang
jumlah kreditdan tabungannya ya.”

:“Nggih terimakasih bu nggih”

(“Sama-sama dik.”
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WAWANCARA V

Informan : Bapak Komang Herdiana

Jabatan : Nasabah LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Tempat : Rumah Bapak Komang Herdiana

Peneliti “Selamat pagi pak, mohon maaf menggangu pak. Tiang
Rina mendapat dari UNDIKSHA ingin melakukan
penelitian untuk keperluan skripsi saya pak. Bisa saya
minta waktunya sebentar pak nggih?”

Informan “Ya bisa dek”

Peneliti :“Sebelumnya saya mau mengkonfirmasi pak, apakah benar
bapak merupakan nasabah LPD Desa Adat Kayuputih
Melaka pak nggih?”

Informan :“Nggih benar dek”

Peneliti :“Mohon maaf pak, apakah benar bapak sempat meminjam
uang disana namun sempat tidak sanggup membayar pak
nggih?”

Informan :“Nggih benar dik. Itu sempat terjadi tapi jani be lunas.”
Peneliti :“Nggih mohon maaf sebelumnya pak nggih. Bagaimana
prosedur sampai bisa lunas nike pak nggih?”

Informan “Benar bli pernah meminjam uang di LPD dan sempat

memiliki tunggakan karena pada saat itu benar-benar tidak
ada pemasukan dan istri harus melahirkan jadi uang saya
prioritaskan ke persalinan. Sudah lama kejadiannya, bli

waktu itu dicari beberapa kali oleh Pak Sandi dan
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membawa surat, awalne bli mekeneh nah bang gen sube
sing je lakar ade ape uli pihak LPD, pidan bli ningalin bek
ne sing mayah pas LPD sebelumne tapi sing ade tindak
lanjut uli pihak LPD. Tapi jani ternyata sistemne len, bli
panggile tundene ke kantor dan bli ditu ajake ngomong,
baange arahan, dan orahange lah bli bise kene sanksi adat.
Bli takut, panak kal 3 bulanan yen sing mayah sing
ngidaang mapiuning di kahyangan tiga. Ngidih bli tempo
ditu, sebenerne sing nyangka sampai panggile dan bli sing
juari misi takut akhirne bli usahakan mayah tapi ngidih
tempo, jani be lunas kredite”.

“Nggih pak, untuk sekarang apakah pak masih aktif
sebagai nasabah LPD?”

:“Masih dek kapah-kapah bise nabung tapi untuk nyilih
kredit konden taen malu nyilih buin takut sing ngidang
mayah masan gerit kene.”

“Nggih pak, apakah bapak percaya terhadap sanksi adat
tersebut pak nggih ?

:“Awalnya sing sing dek, tapi be sampai mepanggil artinya
hukumane to lakar tetep dilaksanakan. Daripada bli keweh
medese adanan beli usaha mayah”.

:“Oh begitu pak nggih, nggih suksma atas informasinya pak

nggih. Untuk saya cukup sekian hari ini pak, kalau nanti
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saya memerlukan informasi lagi saya hubungi bapak
kembali nggih.”

Informan “Nggih, Nggih”.
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LAMPIRAN 4

Surat lzin Pengumpulan Data

Scanned with CamScanner
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LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Awig-Awig Desa Adat Kayuputih Melaka
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Peraturan Tertulis LPD Desa Adat Kayuputih Melaka secara Umum
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Daftar Tabungan Sukarela LPD Desa Adat Kayuputih Melaka
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Contoh Blanko Kredit Harian LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Dokumen Permohonan Kredit
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LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA
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